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A. Latar Belakang

Indonesia telah maju dalam berbagai perspektif, salah satunya
kemajuan public turn of events. Perbaikan di segala bidang berkembang
dengan cepat. Otoritas publik berusaha untuk mencapai kemajuan yang
berbeda yang diarahkan untuk membangun masyarakat yang adil dan
makmur. Menurut peraturan pemerintah No. 43 tahun 2015, “desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam
sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Negara bagian memastikan keberadaan desa seperti yang
diungkapkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, “yang
menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan
memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokrasi
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan
pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur
dan sejahtera”.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program bantuan administrasi

melalui pengaturan uang kontingen atau tidak terbatas atau bantuan lain
yang berbeda.
Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 menjelaskan “prioritas
penggunaan BLT dana desa pada tahun 2020 harus memberikan
manfaat sebesar — besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan
kualitas hidup masyarakat desa”. Kebutuhan aset desa pada tahun 2020
difokuskan pada bantuan uang langsung bagi individu yang terkena
Covid-19.



Rule of law adalah standar sah yang menetapkan bahwa hukum
harus mengawasi suatu negara, bukan pilihan otoritas individu.
Pedoman ini pada dasarnya menyinggung dampak dan otoritas hukum
daerah setempat dalam pendekatan dan metodologi.

Consensus orientation merupakan tata kelola yang baik dalam
menangani kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus yang
komprehensif tentang isu — isu yang paling sesuai untuk kelompok
masyarakat baik dari segi kebijakan — kebijakan dan prosedur.

Equality adalah keadilan distributif menitikberatkan pada distribusi
kebutuhan sosial dasar yang merata di seluruh lapisan masyarakat.

Covid-19 adalah kumpulan infeksi yang dapat menyebabkan penyakit
pada hewan atau manusia. Beberapa jenis virus Corona diketahui
menyebabkan pencemaran paket pernapasan pada individu yang telah
berubah dari peretasan dingin ke yang lebih otentik, misalnya, Middle
East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS). diketahui menyebabkan penyakit Covid-19 (WHO,
2020). Akibat adanya kasus Covid-19 ini pemerintah menerbitkan
Permendesa, PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tersebut, “yang inti
perubahannya dimaksudkan untuk mengatur tentang penggunaan dana
desa tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan Covid-19”.

Berbagai tindakan telah diupayakan pemerintah untuk “menekan
berbagai dampak di masyarakat akibat pandemi covid-19. Salah satu
kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan
langsung tunai kepada masyarakat terdampaak saat covid-19” (Vivin
Fitryani, 2020). Mekanisme penyaluran BLT dana desa berdasarkan
peraturan menteri desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 yaitu “diantaranya
pertama, untuk desa yang menerima dana desa sebesar Rp
800.000.000, alokasi BLT maksimal sebesar 25% dari jumlah dana
desa”.

Dalam proses pelaksanaan pelepasan BLT, pelepasan tidak langsung
dan tumpang tindih, dan diyakini masyarakat tidak lagi memiliki
pandangan positif terhadap rencana BLT (Verda Nano, 2020) . Indef

berharap pemerintah dapat meningkatkan keakuratan data kelompok



saat melaksanakan rencana BLT untuk mengatasi dampak pandemi
covid-19.

Adapun, berdasarkan hasil riset analisis yang diterbitkan Institute for
development of economics and finance (INDEF) ditemui “pada 7 April
2020 kebijakan mengenai jaring pengaman sosial mendapatkan 56%
sentimen negatif dan 44% positif dari 17.781 perbincangan. Pokok
utama perbincangan adalah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT)
yang tidak tepat sasaran”. Oleh sebab itu, pemerintah perlu
meningkatkan pelaksanaan penyaluran bantuan dengan tepat sasaran
yang merupakan kuncinya, sehingga kelompok rawan pandemi covid-19
dapat menerima bantuan secara penuh.

Dalam hal ini, aplikasinya sangat penting Rule Of Law, Consensus
Orientation, dan Equality, meningkatkan kesejahteraan sosial secara
adil. Selama pandemi, BLT harus mengutamakan penggalangan dana
untuk pelaksanaan program lintas kegiaatan, penciptaan yang
berkelanjutan lapangan kerja dan pendapatan keluarga meningkat.

Desa Totokaton merupakan desa yang berada di Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah yang jumlah penduduk tercatat pada tahun
2019 sebanyak 5.918 jiwa dan hanya 151 keluarga penerima manfaat.

Dalam hal ini peneliti akan mengkaji penerapan rule of law,
consensus orientation, dan equality terhadap kesejahteraan masyarakat
di masa pandemi covid-19 dalam penggunaan dana desa. pasalnya,
program BLT berdampak besar bagi pemberdayaan masyarakat yang
membutuhkan di berbagai bidang.

Apabila program ini dijalankan dengan baik dan menerapkan rule of
law, consensus orientation, dan equality maka program BLT dana desa
ini akan berjalan dengan baik dan jujur. Maka mampu meningkatkan
kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat tersebut. Sehingga BLT
dana desa bener — benar diberikan kepada masyarakat yang sangat
membutuhkan.

Penelitian mengenai efektifitas dana desa (DD) terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat di kecamatan pineleng kabupaten minahasa
yang telah dilakukan oleh Roy Stevensen, dkk (2019), berpengaruh

positif terhadap kesejahteraan masyarakat.



Penelitian yang dilakukan oleh Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G.
Suharto (2018) yang berjudul “Analisis Good Governance Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa”. Penelitian ini menunjukkan bahwa rule of
law, consensus orientation dan equality dalam pengelolaan keuangan
desa sudah berjalan dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini, NW. 2016. Good
Governance Pengelolaan Dana Desa. Simposium Nasional Akuntansi
XIX, h. 1-18. penelitian ini menunjukkan mekanisme pengelolaan dana
desa di provinsi Bali telah melaksanakan tata kelola pemerintahan yang
baik sesuai dengan keinginan individu. Meskipun pelaksanaan
pendekatan di bidang ini tidak sepenuhnya sesuai dengan undang-
undang dan pedoman keseluruhan, mereka biasanya bersifat mengatur.

Sebagian besar dana di desa akan digunakan untuk mempercepat
pemrosesan dampak covid-19. Penggunaan aset desa pada tahun 2020
akan memberikan keuntungan terbesar. supaya meningkatkan kualitas
hidup serta kesejahteraan masyarakat di desa Totokaton Kecamatan
Punggur salah satunya. Untuk itu, pemerintah desa dituntut untuk
bersikap adil tanpa pandang bulu dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat karena orang memiliki kesempatan yang sama untuk
menerima manfaat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan judul
“Pengaruh Penerapan Rule Of Law, Consensus Orientation, Dan
Equality Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-
19 (Studi Kasus Pada Desa Totokaton Kecamatan Punggur).

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah terkait
penelitian ini adalah :
1. Apakah rule Of Law berpengaruh terhadap kesejahteraan
masyarakat di masa pandemi covid-19?
2.  Apakah consensus orientation berpengaruh  terhadap
kesejahteraan masyarakat di masa pandemi covid-197?
3. Apakah equality berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat

di masa pandemi covid-197?



4. Apakah rule of law, consensus orientation, dan equality
berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat
di masa pandemi covid-197?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasakan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini

adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Rule Of Law, berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat di masa pandemi covid-19.

2. Untuk mengetahui apakah consensus orientation berpengaruh
terhadap kesejahteraan masyarakat di masa pandemi covid-19.

3. Untuk mengetahui apakah equality berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat di masa pandemi covid-19.

4. Untuk mengetahui apakah rule of law, consensus orientation, dan
equality berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan
masyarakat di masa pandemi covid-19.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai sumber informasi tentang
pengaruh penerapan rule of law, consensus orientation, dan equality
dalam penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat di masa
pandemi covid-19.
E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Studi ini merupakan studi kuantitatif, karena dalam studi ini akan
dihitung dampaknya dari penerapan rule of law, consensus orientation,
dan equality dalam pengguunaan dana desa guna kesejahteraan
masyaarakat yang dilakukan pada desa totokaton kecamatan punggur.
Variabel dalam studi ini menggunakan empat variabel ialah rule of law,
consensus orientation, dan equality sebagai variabel independen serta
kesejahteraan masyarakat dimasa pandemi covid-19 sebagal variabel
dependen. Sampel yang menjadi responden didalam studi ini adalah

masyarakat desa totokaton.





